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KATAPENGANTAR

Hal yang manarik untuk dicermati di pusat-pusat kegiatan bisnis dan ataupun
di daerah tujuan wisata, adalah tersedianya jasa penukaran vang atau lebih
dikenal dengan pedagang valuta asing (money changer). Tersedianya berbagai
jasa penukaran uang tersebut, dilihat dari sudut pandang bisnis, maka semakin
menguatkan pendapat yang mengemukakan bahwa fungsi uang tidak lagi semata-
mata scbagai alat bayar, akan tetapi sudah menjadi obyek transaksi bisnis. Bagi
pihak yang mempunyai naluri bisnis tentu, hal ini merupakan peluang bisnis
yang cukup menggiurkan, Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisnis bidang
pedagang valuta asing, harus memiliki persyaratan tertentu. Untuk menjawab
pertanyaan ini, perlu dilihat apa landasan hukum untuk mendirikan usaha
perdagangan valuta asing,

Apabila diperhatikan undang-undang perbankan, tampalk bahwa salah satu
jasa yang dapat dilayani oleh bank wmum adalah pembelian dan/atau penukaran
mata nang asing. Jadi secara normative, bagi bank yang telah memenuhi syarat
yang telah ditentukan dapat melayani jasa penukaran wang valuta asing.
Sedangkan untuk nonbank, bila hendak melakukan kegiatan usaha sebagai
pedagang valuta asing harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBl/
2007 Tentang Pedagang Valuta Asing. Dalam Pasal 1 butir 4 disebutkan
Pedagang Valuta Asing (money changer) adalah perusahaan yang melakukan
jual beli vang kertas dan fraveler ¥ cheque. Dalam Pasal 5 disebutkan untuk
menjatankan kegiatan usaha pedagang valuta asing harus ada izin dari Bank
Indonesia.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PB1/2003 Tentang
Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, yang telah beberapa
kal diubah. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan, Perusahaan Pialang hanya
dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.
Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan : ayat (1) Perusahaan pialang harus
berbentuk hukum Persercan Terbatas vang didirikan khusus untuk melakukan
kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing; ayat
(2) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh :

a. warga negara Indonesia dan/atan badan hukum Indonesia; atau
b. warga negara Indonesia dan/atau badan hokum Indonesia dengan warga

negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, ayat (3)

Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum

asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya

sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor

Perusahaan Pialang,.
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Dari ketentuan di atas, {erlihat bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha di
bidang usaha perdagangan valuta asing harus ada ijin dari otoritas moneter
dalam hal ini bank Indonesia. Untuk memahami lebih saksama tentan g pedagang
valuta asing, maka disusun datam bentuk himpunan buku. Semoga bermanfaat.

Bandung, Medio Nopember 2008
Penghimpun,

Dr. Sentosa Sembiring, S.FL,MH
Advokat/Dosen
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR :5/5/PBI/2003

TENTANG

PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a,

b.

bahwa pengembangan pasar uang Rupiah dan vaiuia asing secara terpadu
diperlukan untuk meningkatkan efekiivitas kebijaksanaan di bidang moneter,
perbankan dan devisa, serta efisiensi pelaksanaan iransaksi pasar uang
Rupiah dan valuta asing;

bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi
nilai Rupial, perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing sebagai
lembaga penunjang sektor keuangan memiiiki peranan yang cukup strategis;
bahwa dengan semakin bertambahnya instrumen pasar uang maka perlu
dilakukan penyesuaian terhadap peranan pialang pasar uang dalam melak-
sanakan kegiatan jasa perantara di dalam pasar uang Rupiah dan valuta
asing termasuk kegiatan jasa perantara untuk Surat Utang Negara;
bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka ketentuan tentang perusa-
haan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing perlu diatur kembali dalam
Peraturan Bank Indonesia tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah
dan valuta asing; '

Mengingat :

1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-undang Nomoy 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 38433,

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Neomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

Peraturan Bark Indonesia Nomor : 575/ PB{/ 2003 g
Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing 1



4,

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negdra
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan
L.embaran Negara No. 4236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH
DAN VALUTA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

[

6.

Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupialt dan Valuta Asing selanjutnya disebut
Perusahaan Piatang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk mela-
kukan kegtatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar
uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya .
Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang- undang Nomor {0 Tahun 1998.

Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang
pasar uang Rupiah dan valuta asimg,

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat penga-
kuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun
2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdirt atas Surat Perbendaharaan
Negara dan Obligasi Negara.

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka
waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga
secara diskonto.

Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih
dari 12 {dua beias) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran
bunga secara diskonto.

Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh
atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta
mewakili perusahaan baik di dalam maupun di tuar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.

Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang.

Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hart kerja.

' Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/ 5/ PBI/ 2003
2 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing




BAB I
BIDANG USAHA

_ Pasal 2
- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan
. kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar vang
Rupiah dan valuta asing. :
_(2) Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) perusahaan pialang dapat memperoleh imbalan.

' :('3_) Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar uang Rupiah dan valuta
asing adalah bank, kecuali dalam hal jasa perantara untuk Surat Utang
Negara, pengguna jasa dapat berupa bank dan non bank,

‘(1) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat immenggunakan jasa Perusahaan
Pialang.

: Pasal 3
~ Perusahaan pialang hanya dapat memberikan jasa perantara untuk transaksi
yang fazim difakukan di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing.

_ Pasal 4
Perusahaan Pialang dilarang :
2. melakukan transaksi di pasar nang Rupiah dan valuta asing atas namanya
sendiri dan atau dananya sendiri;
b, melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik
Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang
bersangkutan;
" memberikan jasa perantara di pasar modal kecuali sebagai jasa perantara
transaksi Obligasi Negara;
d. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa; dan
e, memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati,

BAB 1Y
PERIZINAN

Bagian Pertama

Pendirian Perusahaan Pialang

Pasal 5
(1) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha
dengan izin Bank Indonesia.

~(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua
i tabap:
a. perselujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pen-
dirian Perusahaan Pialang; dan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Tenlang Pedagang Valuia Asing 3 :




b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha
Perusahaan Pialang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam
hurufa selesai dilakukan.

Pasal 6
Modal disetor untuk mendirikan Perusahaan Pialang ditetapkan sekurang-
kurangnyasebesar Rp 5.000.000.000 (flima milyar Rupiah).

Pasal 7
(1) Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang
didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang -
pasar uang Ruptah dan valuta asing. '

(2) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh:
a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
b. warga negara Indonesia dan atau badan hokum indonesia dengan warga -
negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan, :

(3) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum
asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya
sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor
Perusahaan Pialang.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip dan [zin Usaha

Pasal 8

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud -

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah
satu calon pemilik kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran -
dasar yang sekurang-kurangnya memuat :
. nama dan tempat kedudukan,

2. kegiatan usaha scbagai Perusahaan Pialang;

3. permodatan;

4. kepemilikan;

5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris

serta Direksi;
b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian
besarnya masing-masing kepemilikan saham.
c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai
dengan:
[. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cin;
2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (K'TP) atau
paspor;
3. riwayat hidup;

Peraturan Bank Indenesia Nomor : 875/ PBI/ 2003
4 Tentang Peruszhaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valula Asing




A

4, surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan
tindakan tercela di bidang perbankan, kevangan, dan usaha lainnya,
tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
kejahatan;

rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;

rencana kerja (business plan) untuk tahun pertama yang sckurang-

kurangnya memuat studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi

ckonomt; .

rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan),

sistem dan prosedur kerja;

bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam

bentuk fotokopi bilyet deposito dalam Rupiah yang disahkan oleh Bank

di Indonesia dimana deposito ditempatkan, atas nama salah satu calon

pemilik untuk pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan;

(2) Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

b
a.

dalam bhal perorangan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ angka | sampai dengan angka 4;

dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut
perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi
berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;

2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ angka 1
sampai dengan angka 4 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi
badan hukum yang bersangkutan;

3. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan
Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai
dengan pemilik terakhir.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 10

(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a
berlaku untuk jangka wakiu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank Indonesia .

(2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam
ayat {1) dilarang melakukan kegiatan usaha pialang, sebelum mendapat izin
usaha.

Himpunan Peratuzan Perundang-Undangan
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